Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
perjalanan dinas dan untuk menunjang kelancaran
tertib administrasi keuangan, periu dilakukan
penatausahaan keuangan secara transparan,
akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta
disesuaikan dengan  tingkat kemahalan dan
kemampuan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan
Regional, perlu menyusun pedoman pelaksanaan
perjalanan dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Perjalanan Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);

3. Undang-Undang...../2
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor S57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan
Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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15.

16.

17,
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Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Kementerian
Keuangan Nomor 164 /PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 811);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang
selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan
keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang
dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama
untuk kepentingan dinasnegara.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari
tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan
semula dalam daerah.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT
adalah surat perintah yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
malaksanakan tugas tertentu.

9. Surat...../5
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14.
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16.

17,

18.

19.

20.

21.

22,

B

Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut
Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur,
Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga
Kontrak, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga
Ahli DPRDPT, dan Pejabat/Petugas lain yang diberi
tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan
dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Papua
Tengah.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas
yang dilakukan keluar wilayah Provinsi Papua Tengah
dalam wilayah Republik Indonesia.

Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas
yvang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam dalam
Kota dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan
dinas yang berkedudukan (bertugas) di
Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang
dibentuk vyang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota,
kantor/satuan kerja berada.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi
tujuan perjalanan dinas.

Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan
pindah.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan
dibayarkan sekaligus.

Uang harian adalah uang yang dibayarkan sebagai
pengganti  biaya  keperluan sehari-hari dalam
melaksanakan perjalanan dinas.

Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk
perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum.
Biaya taksi adalah biaya yang diberikan untuk
transportasi dari bandara kedatangan ketempat tujuan
kegiatan maupun sebaliknya.

Pakta Integritas Adalah Pernyataan atau Janji tentang
Komitmen untuk Melaksanakan Segala Tugas dan
Tanggungjawab Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud pembentukan peraturan gubernur ini sebagai
pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan
dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus
PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRDPT, dan
Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.



BAB I1
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:

a.

o

(1)

(2)

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan  prioritas yang Dberkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan;

ketersediaan anggaran dan keserasian dengan
pencapaian kinerja kinerja Pemerintah Daerah;

efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

akuntabilitas  pemberian  perintah  pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan
Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 5

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain untuk:

a.

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan, yakni mengikuti pendidikan dan pelatihan,
rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding,
seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi,
kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

perjalanan dinas Pejabat yang ditugaskan untuk
menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar
tempat kedudukan/tempat tinggal;

menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
perjalanan dinas Pejabat yang harus memperoleh
pengobatan lanjutan diluar tempat kedudukan/tempat
tinggal/tempat berada berdasarkan Keputusan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;dan

perjalanan dinas Pejabat untuk mengambil/jemput/
mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6...../7



Pasal 6

Pelaksana Perjalanan Dinas meliputi:

oo TP

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pejabat Negara;

pimpinan dan anggota DPRPT;
ASN;

Calon ASN;

Non ASN; dan

Pihak Lain.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1
Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 7

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah dan/atau
yang melewati batas kota; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi kesatuan wilayah Nabire,

Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya

dan Intan Jaya.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan 8
(delapan) jam dalam Kota/kabupaten; dan

b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam ke kabupaten di Daerah.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 8

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b oleh Pelaksana SPPD dilakukan
berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditertibkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya
SPPD.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. perjalanan dinas pejabat/pegawai yang
melaksanakan tugas bagi kepentingan pemerintah
daerah dari tempat kedudukan lama ke tempat
kedudukan yang baru berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang beserta keluarga yang sah
kecuali atas permintaan sendiri;



(2)

(3)

(9)

(1)

(2)
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b. perjalanan pulang kampung bagi pegawai yang
diberhentikan dengan hormat, dengan hak
pensiun dari tempat kedudukan terakhir ketempat
hendak menetap;

c. perjalanan dinas untuk pemulangan keluarga
yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari tempat tinggal terakhir ketempat
hendak menetap;

d. pengembalian pejabat daerah/pegawai negeri yang
mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke
tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan
kembali.

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, adalah:

a. isteri/Suami, anak kandung, anak tiri dan anak
angkat yang sah menurut hukum;

b. anak yang berumur sampai dengan 25 (dua puluh
lima) tahun dan belum pernah menikah dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima)
tahun dan belum pernah menikah dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

d. anak perempuan yang berumur lebih dari 25 (dua
puluh) tahun dan tidak bersuami dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

e. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang
sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25
(dua puluh lima) tahun, yang menurut surat
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi
sebab tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
dan

f. pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang
bagi pegawai/pejabat Golongan IV, III dan II.

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan ayat (2), diperoleh dengan mengajukan

permohonan kepada Gubernur yang berlaku untuk 1

(satu) tahun terhitung sejak tanggal

pemberhentian/meninggal dunia.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dapat disetujui dengan syarat menyerahkan rumah

dinas beserta alat-alat inventaris kantor yang
digunakan sewaktu aktif bertugas.

Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, diberikan biaya untuk Pegawai Negeri

Golongan I.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 10

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRPT serta Pihak Lain dapat

melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan untuk tujuan sebagai

berikut:

a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah
dengan pihak luar negeri;



(3)

(4)

)

(1)

(2)

(3)

(4)
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o

tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah

dengan pihak luar negeri,

mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan

pameran potensi dan budaya Daerah;

kunjungan persahabatan;

pendidikan dan pelatihan;

studi banding;

seminar;

lokakarya;

konferensi;

pertemuan internasional;

penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau

narasumber/pembicara.

Hasﬂ pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan

untuk:

a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;

b. peningkatan pendapatan asli Daerah;

c. peningkatan kualitas Daerah dan mewujudkan
kesejahteraan Daerah; dan

d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat

dilakukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam

waktu yang bersamaan.

Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan,

dalam hal:

a. terjadi bencana alam di wilayahnya,;

b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;

c. pemilihan umum legislatif;

d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan

e. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

i

Sl CE NS

Bagian Keempat
Persyaratan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 11

Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pelaksana SPPD
sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang
dalam SPT.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

untuk Perjalanan Dinas oleh Pihak Lain non institusi

(perorangan) dapat menggunakan dokumen lain seperti

undangan.

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk

perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada

APBD.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh:

a. Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan
oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dalam hal
Gubernur tidak berada ditempat, Wakil Gubernur
untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil
Gubernur;

b. Ketua DPRPT atau pimpinan yang ditunjuk oleh
Ketua DPRPT untuk perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRPT;

c. Sekretaris...../ 10
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Sekretaris Daerah ditandatangani oleh
Gubernur/Wakil Gubernur, dan dalam hal kondisi
mendesak dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur
tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Asisten.

Staf Ahli Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah
ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-
masing atas nama Sekretaris Daerah, dan apabila
tidak berada ditempat, SPT ditandatangani oleh
Pejabat yang ditunjuk;

ASN, CPNS, Non ASN dan Pihak Lain di lingkungan
Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Biro
dilingkungan masing-masing atas nama Sekretaris
Daerah, dan apabila Kepala Biro tidak berada
ditempat, SPT ditandatangani oleh pejabat yang
ditunjuk;

Kepala UPTD yang berada satu kota dengan
Perangkat Daerah induk ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah Induk sedangkan Kepala
UPTD yang berada tidak satu kota dengan
Perangkat Daerah Induk, maka SPT ditandatangani
oleh kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat
Daerah induk;

Pejabat, Calon ASN, ASN, Non ASN dan Pihak Lain di
lingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTD
atas nama Kepala Perangkat Daerah induk, apabila
Kepala UPTD tidak berada ditempat, SPT
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk;

ASN, CPNS ASN, Non ASN dan Pihak Lain di
lingkungan masing-masing SKPD terlebih dahulu
harus mendapat persetujuan/perintah/izin dari
Kepala SKPD;

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah
ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung
atas nama Sekretaris Daerah; dan
pimpinan/penanggungjawab Institusi untuk
perjalanan dinas oleh Pihak Lain.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

o op

€.

pemberi tugas;

pelaksana tugas;

waktu pelaksanaan tugas;
tempat pelaksanaan tugas; dan
tujuan pelaksanaan tugas.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal 12

SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
ditandatangani oleh PA/KPA selaku penanggungjawab
anggaran.

Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditandatangani oleh PPTK atas nama

PA /KPA berdasarkan pelimpahan kewenanngan.

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk

menetapkan alat trasportasi yang digunakan untuk

melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan
dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai
dengan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas.

SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. kolom “tiba di” dan “berangkat dari” ditandatangani
oleh pejabat/pimpinan Institusi yang dituju dengan
dibubuhi stemple atau perorangan tanpa dibubuhi
stemple.

b. pejabat/pimpinan institusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a terdiri atas:

1. institusi pemerintah adalah pejabat
structural /pejabat fungsional yang disetarakan;
dan

2. institusi non pemerintah adalah
pimpinan/pejabat/pegawai yang berwenang.

c. Perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah orang yang dituju atau orang lain yang
mengindikasikan lokasi/tempat kedudukan; dan

d. dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam
rangka pantauan keamanan laut dan tidak berlabuh
di tempat yang dituju dapat ditandatangani oleh
penanggung jawab pelaksana pantauan keamanan
laut dan dibubuhi stempel.

Dalam hal peserta kegiatan yang diundang Pihak Lain

non perorangan (Institusi) atau UPTD dan biaya

perjalanan dinas menjadi beban penyelenggara,
diterbitkan 2 (dua) SPPD:

a. SPPD peserta, yaitu SPPD yang diterbitkan oleh
institusi pengirim peserta kegiatan yang dibubuhi
tanda tangan dan stempel kolom "berangkat dari
(tempat kedudukan)"; dan

b. SPPD PA/KPA, yaitu SPPD yang diterbitkan oleh
penyelenggara kegiatan yang dibubuhi tanda tangan
dan stempel pada kolom "tiba di" dan "berangkat dari
(tempat penyelenggaran)"”.

Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1
Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

uang harian;

biaya transportasi;

uang representasi,;

biaya sewa kendaraan;

biaya penginapan; dan

biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a bersifat Lumpsum untuk membiayai:

a. uang makan;

b. uang Transportasi Lokal;dan

c. uang Saku.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dibayarkan secara Riil, kecuali bagi Pimpinan

dan Anggota DPRPT dibayarkan secara Lumpsum.

Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRPT, pejabat eselon I, dan pejabat
eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
yang melekat pada jabatan.

b. dibayarkan secara Lumpsum; dan

c. besaran yang menjadi patokan pembayaran secara
Lumpsum sebagaimana dimaksud pada huruf
b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai
standar biaya.

Biaya Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara

untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan
dan dibayarkan secara Riil.

Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan

bakar minyak, dan pajak.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, merupakan biaya yang diperlukan untuk

menginap di hotel dan/atau di tempat menginap lainnya
yang dibayarkan secara Riil, kecuali bagi Pimpinan dan

Anggota DPRPT dibayarkan secara Lumpsum.

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. biaya bagi penjemput/pengantar;

b. biaya pemetian; dan

c. Dbiaya angkutan jenazah.

e e o
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